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ABSTRAK 

 

Alat pengangkutan merupakan salah satu penunjang utama dalam penyebaran 

pertumbuhan pembangunan di Indonesia secara cepat, tepat dan merata. Mengingat 

latar geografis Indonesia yang terdiri dari daratan, perairan dan udara mendorong 

percepatan moda transportasi yang nyaman, aman dan efektif serta efisien bagi 

masyarakat. Terutama pengangkutan udara dalam hal ini adalah pesawat terbang. 

Masyarakat sebagai penumpang suatu pesawat terbang memiliki hak dan kewajiban 

terhadap maskapai penerbangan tersebut, begitu pula sebaliknya. Kedua pihak 

tersebut memiliki hak dan kewajiban sejak terjadi perjanjian pengangkutan diantara 

keduanya. Perjanjian pengangkutan dianggap sah ketika pihak penumpang sepakat 

untuk membayar biaya jasa penerbangan dan pihak pengangkut sepakat untuk 

mengangkut dari dan ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tersebut menggantikan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 di mana dalam Pasal 9 ayat 3 di ketentuan 

lama, batas bawah tarif batas bawah hanya sebesar 30%. Adapun kenaikan batas 

bawah menjadi 35%  tersebut merupakan nominal yang diambil dari tarif batas atas. 

Peraturan baru tersebut tidak mencerminkan asas kemanfataan dan kepentingan 

umum, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan e Undang-undang No 1 

tahun 2009 tentang Penerbangan serta tidak memenuhi hak penumpang sebagai 

konsumen yaitu kepastian hukum yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-

undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kepastian tarif 

tiket pesawat, dan di situasi pandemi covid-19 ini tidak hanya perusahaan 

penerbangan yang mengalami kerugian, tetapi juga banyak pihak. Sehingga aturan 

terkait batas bawah sebesar 35% sangat merugikan masyarakat. 

 

Kata Kunci :  Tarif tiket pesawat, penerbangan, asas manfaat, asas kepentingan 

umum, perlindungan konsumen. 
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ABSTRACT 

 

Transportation is one of the main supports in the spread of development growth in 

Indonesia quickly, precisely and evenly. Considering Indonesia's geographical 

background which consists of land, water and air, it encourages an accelerated 

mode of transportation that is convenient, safe, effective and efficient for the 

community. Especially air transport in this case is an airplane. The public as 

passengers of an aircraft has rights and obligations towards the airline, and vice 

versa. Both parties have rights and obligations since the transportation agreement 

occurred between the two. The transportation agreement is considered valid when 

the passenger agrees to pay the cost of flight services and the carrier agrees to 

transport it to and from its destination safely and safely. The Minister of 

Transportation Regulation Number 20 Year 2019 replaces the Minister of 

Regulation Number 14 Year 2016 where in Article 9 Paragraph 3 in the old 

regulation, the lower limit of the lower limit tariff is only 30%. The increase in the 

lower limit to 35% is the nominal taken from the upper limit tariff. The new 

regulation does not reflect the principle of publicity an public interest, and ticket 

sales with tariffs above the upper limit are certainly not in accordance with the 

principle of benefits and public interest based on Article 2 letters a and e of Law 

Number 1 of 2009 regarding Aviation, in addition it also does not fulfill the rights 

of passengers as consumers, one of which is the right to legal certainty as 

mentioned in Article 1 number 1 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer 

Protection.so that the public can be disadvantaged by the high price of airplane 

tickets, and in this covid-19 situation pandemic it is not only the airlines suffer 

losses, but also many parties.  

 

Keywords :  airplane ticket prices, the flight, the principle of benefits, the 

principle of public interest, consumer protection 
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